BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.432, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Pembebasan. Bea
M asuk.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176/PMK.011/2009
TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG
DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN

ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka peningkatan investass di dalam
negeri untuk mendorong perekonomian nasional di
tengah persaingan global, perlu diberikan faslitas
pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan
bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri
dalam rangka penanaman modal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
importass  yang dilakukan dalam rangka penanaman
modal dapat diberikan fasilitas pembebasan atau
keringanan bea masuk;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
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Mengingat

M enetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas
impor mesin, barang dan bahan dapat diberikan
pembebasan atau keringanan bea masuk;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, serta dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk
Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam
Rangka Penanaman Modal;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman
Modal;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN
SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan :

1.

Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik
baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau
pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisas,
rehabilitasi, dan/atau restrukturisas dari alat-alat produksi
termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis,
dan/atau kualitas hasil produksi.

Mesin adalah setigp mesin, permesinan, dat perlengkapan
instalaa pabrik, perdatan atau perkakas, dalam keadaan
terpasang maupun terlepas yang digunakan untuk
pembangunan atau pengembangan industri.

Barang dan bahan adalah semua barang atau bahan, tidak
melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai
bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi.

Perusshaan adalah perusahaan yang melaksanakan
pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka
penanaman modal dan khusus untuk Penanaman Modal
Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia.

Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset,
perubahan penggunaan mesin untuk kegiatan lain di luar
kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset
perusahaan.

Keadaan darurat (force majeur) adalah keadaan seperti
kebakaran, bencana alam, kerusuhan, peperangan atau
hal-hal lain yang terjadi diluar kemampuan manusia.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
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Pasal 2

(1) Atas impor mesin, barang dan bahan yang dilakukan oleh
Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang :

a. industri yang menghasilkan barang; dan/atau
b. industri yang menghasilkan jasa,
dapat diberikan pembebasan bea masuk.

(2) Industri yang menghasilkan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Keuangan ini.

(3) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan sepanjang mesin, barang dan bahan tersebut :

a. belum diproduks di dalam negeri;

b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum
memenuhi spesifikas yang dibutuhkan; atau

C. sudah diproduks di dalam negeri namun jumlahnya
belum mencukupi kebutuhan industri,

berdasarkan daftar mesin, barang dan bahan yang
ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang
perindustrian atau pgabat yang ditunjuk, setelah
berkoordinasi dengan instans teknis yang terkait.

Pasal 3

(1) Pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk
pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1), diberikan untuk jangka waktu pengimporan
selama 2 (dua) tahun terhitung sgak berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk.

(2) Jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu
pembangunan industri tersebut sebagaimana tercantum
dalam surat persetujuan penanaman modal.

(3) Perusahaan yang telah menyelesaikan pembangunan
industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
serta Sap produks, kecuali bagi industri  yang
menghasilkan jasa, dapat diberikan pembebasan bea
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masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan
produksi paling lama 2 (dua) tahun, sesuai kapasitas
terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 2
(dua) tahun terhitung sgak berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk.

(4) Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tetapi belum merealisaskan
seluruh importasi barang dan bahan dalam jangka waktu 2
(dua) tahun, dapat diberikan perpanjangan waktu
Importas selama 1 (satu) tahun terhitung sgak tanggal
berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan
keputusan sebagai mana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

(1) Pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka
pengembangan industri, diberikan untuk jangka waktu
pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sgak
berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.

(2) Jangka waktu pengimporan sebagamana dimaksud pada
ayat (1), dapat diperpanjang sesual dengan jangka waktu
pengembangan industri tersebut sebagaimana tercantum
dalam surat persetujuan penanaman modal.

(3) Perusahaan yang telah menyelesaikan pengembangan
industri, kecuali bagi industri yang menghasilkan jasa,
sepanjang menambah kapasitas paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) dari kapasitas terpasang, dapat diberikan
pembebasan bea masuk atas barang dan bahan untuk
keperluan tambahan produks paling lama 2 (dua) tahun,
untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun
sg ak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.

(4) Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan
bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi
belum merealisasikan seluruh importasinya dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun, dapat diberikan perpanjangan waktu
Importast selama 1 (satu) tahun terhitung sgak tanggal
berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).



